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NAGARI (LPMN) KAMBANG BARAT

Bahwa dengan adanya perubahan sistem Pemerintahan terendah di
Kabupaten Pesisir Selatan dari Pemerintahan Desa ke Pemerintahan
Nagari dan dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor : 49 tahun
2001, maka keberadaan LKMD sebagai Lembaga Sosial kemasyarakatan
yang selama ini merupakan Lembaga mitra kerja Pemerintahan Desa /
Kelurahan dalam menampung aspirasi kebutuhan masyarakat dibidang
pembangunan, perlu disesuaikan dengan perubahan situasi Pemerintahan
Desa.

Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf “a™ diatas perlu dibentuk suatu
Lembaga Sosial Kemayarakatan sebagai Mitra Kerja Pemerintah Nagari
dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
dibidang Pembangunan dalam Nagari Kambang Barat, Lembaga ini
disebut Lembaga Pemberdayaan_ Masyarakal Nagari (LPMN) yang
dibentuk atas prakarsa masyirakat Nagar.

Bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum pada huruf a dan b
diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Magan Kanhang Barat,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Periinbangan Keuangan
Daerah dengan Pusal.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Tentang Desa

Keputusan Presiden Rl Nomor 49 Tahun 2001, tcntang Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa atau sehutan lain,

Peraturan Mentent Dalam Negeri MNomor 66 Tabun 2007, teniang
Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Momor 67 Tahun 2097, tentang
Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 (entang Kewenangan
Pemerintah dan kewenangan Propinst sebagai Daerah otonom,

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Magar.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Sclatan Nomoer 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kera Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan. #

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Peraturan Daerah Kab Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pemerintahan Nagari

Peraturan Bupati Kab, Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari




13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar
Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020,

14, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang lata cara
pembagian dan penetapan rincian dana nagari seuap nagan di kabupaten
pesisir selatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara tahun anggaran 2020

15, Peraturan Bupati Pesisir Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagan yvang hersumber dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah tahun 20240

16. Berdasarkan rapat musyawarah tanggal 21 Januan 2020 Evaluasi
Kepengurusan LPMN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan pama-nama yang tercantum pada lajur * 2 * denpan Jabatan
vang tercantum pada lajur “3 * dalam lampiran Surat Kepufusan ini.

KEDUA : Pengurus yang telah ditunjuk seperti tercantum pada poinl pertama adalah
Mitra Kerja Pemernintahan Nagari Kambang Barat dalam menampung dan
mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan
dalam Nagari Kambang Barat.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbntkan Surat Keputusan ini
dibebankan kepada Angparan WMagari Kambang Barat dan bantuan
pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera barat, Pemerintah
Pusat dan bantuan dari Pihak Ketiga laimnya yang sah dan tdak mengikat.

KEEMPAT - : Surat Keputusan imi berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hanterdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PasarKambang
PadaT ang 20 Februari 2020

WHAHG BARAT

Tembusandisampaikankepadalih
Bapak Bupatt Pesisir Selatan di Painan.

Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam.

Sdr. Ketua Bamus Nagari Kambang Baral di Pasar Kambang .

Yang bersangkutan. #
Assip.

O R




LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG BARAT
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TENTANG : PENETAPAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASY ARAKAT NAGARI
(LPMN)} KAMBANG BARAT
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1 MAIYOYON KETUA |
2 | MELFTROZA WAKIL KETUA i i
2 | IRFANSYAH PUTRA SEKRETARIS p— |
4 | APRIDAL ' WAKIL SEKRETARIS it i e
5 | RIA SUHARTI BENDAHARA
6 | ISMAEL KETUA BIDANG EKONOMi B
7 | WEWES PRAWITA SARI ANGGOTA
8 | KASMINA ELITA ANGGOTA
e [ e —————————————— — L o
p 10 | MARDIONO B KETUA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT | ~
11 | SRI INARTI i _ ~ ANGGOTA ;
12 | APRIANTO ANGGOTA | N
13 | FARIDA KETUA BIDANG SOSIAL BUDAYA
14 | YULNI ANGGOTA
15 | EFFENDI USMAN ~ _ANGGOTA
16 | ABRAL B KETUA BIDANG PEMBANGUMNAN }
17 | FIRDAUS - "ANGGOTA _ j
18 | ANGGIA NURBERKHA “ANGGOTA _
19 | KASRLKS KETUA BIDANG KEGAMAAN
20 | HADRIMI GUSMAISON B ~ANGGOTA
21 | NURSILAWATI, S.Pd.I ANGGOTA | ]
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